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PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMP ANGAN DISTRIBUSI 

DAHAN DAKAR MINY AK DI WILA Y AH HUKUM 

POLRES SERDANG DEDAGAI 

Agus Halimudin • 

Mahmul Siregar 0 
Arif··· 

ABSTRAK 

Ksnaikan harga minyak di pasar intemasional di atas US$ 65 per barel, 
bahkan sampai US$ 70 per barel, memberikan implikasi yang Juas terhadap 
keberlanjutan perekonomian nasional. Masalah mendasar yang dihadapi adalah 
harga minyak yang tinggi menyebabkan subsidi harga BBM yang harus diberikan 
pemerintah melonjak signifikan, mencapai di atas Rp. I 00 Triliun. Untuk itu 
sebagai langkah nyata mereposisi pola subsidi harga Bahan Bakar Minyak, 
Pemerintah harus mengambil satu pilihan sulit? pahit clan rumit, yaitu kenaikan 
harga Bahan Bakar Minyak dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Mittyak 
yang intinya adalah mengurangi subsidi bahan bakar minyak dalam negeri. 

Harga BBM yang disubsidi menjadikan BBM tersebut di bawah harga 
ekonominya (tidak mengacu harga pasar) ini mengakibatkan terjadinya hal-hal 
yang memberi peluang terjadinya penyeludupan terutama ke Negara-negara 
tetangga, peluang terjadinya penyimpangan dan terjadinya pencapuran 
(pengoplosan). 

Uraian di atas peneliti membuat suatu perumusan masalah yaitu 
bagaimana pengaturan, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana serta 
bagaimana upaya Polres Serdang Bedagai untuk menanggulangi penyimpangan 
distribusi BBM menurut hokum di Indonesia. 

· · 

Di dalam mel\jawab pennasalahan di atas peneliti menggunakan metode 
kualitatif dengan pendekatan yuridis normative yang memberikan kesimpulan 
bahwa pengaturan distribusi bahan bakar minyak pada kenyataannya dan 
pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan untuk kesejahteraan 
masyarakat disebabkan tidak maksimalnya pengawasan dan pembinaan dari 
instansi berwenang terhadap pendistribusian bahan bakar minyak. Pembinaan dan 
pengawasan ini telah diatur dalam Pasal 38, 59, 41 dan 43 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi. Pembinaan serta . 
pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atas pekerjaan 
clan pelaksanaan kegiatan minyak dan gas bumi. Penegakan hukum terhadap 

• Mahasiswa PPs. MHB UMA 
•• Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA 
••• Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA 
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upaya Polres Serdang Bedagai untuk menanggulangi penyimpangan 
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pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyimpangan distribusi BBM masih 
terbatas pada pelaku yang berasal dari pelaku perorangan. Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur tentang 
pelaku korporasi, namun proses hukumnya tidak memberikan sanksi sesuai 
peraturannya. Pada tahun 2006 terdapat jumlah kasus penyimpangan distribusi 
Bahan Bakar Minyak telah selesai proses penyidikannya dan dinyatakan lengkap 
(P.21) serta telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Disamping 
itu tindakan penegakan hukum belun1 efektif, oleh karena para pelaku adalah para 
pelaku bisnis dan oknum tertentu yang sulit menerapkan pertanggungjawaban. 
Penerapan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyimpangan distribusi 
bahan bakar minyak di Satuan Reserse Kriminal Polres Serdang Bedagai selama 
tahun 2006 belum menyeret pelaku badan usaha atau korporasi untuk disidangkan 
dan dihukum oleh hakim berdasarkan hukum. Upaya Polres Serdang Bedagai 
untuk menanggulangi dan penegakan hukum penyimpangan distribusi Bahan 
Bakar Minyak melalui pendekatan integral yakni keseimbangan antara sarana 
penal dan non penal. 

Agar maksimalnya pengawasan dan pembinaan dalam pendistribusian 
minyak dan gas bumi diharapkan melakukan suatu tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh basil yang 
Jebih baik., dalam hal ini dilakukan oleh instansi pemerintah Kabupaten Serdang 
Bedag;ai dan PT Pertamina yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam 
pendistribusian bahan bakar minyak. Untuk meminta pertanggungjawaban tindak 
pidana penyimpangan distribusi bahan bakar minyak diperlukan kerangka hukum 
yang dapat mengklasifikasi kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Disan1ping 
itu juga Visi dan Misi BUMN dalam Undang-Undang BUMN lebih dipertajam, 
bukan lagi bagian dari birokrat, melainkan mereka bertindak sebagai 
entrepreneur; sebagai businessman. Menyikapi masalah sosial kemasyarakatan di 
wilayah hukum Polres Serdang Bedagai, maka Polri sebagai pemelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukum harus melakukan upaya 
pengawasan dan pengendalian dimulai dengan memberikan kesadaran hukum 
kepada masyarakat selaku konsumen dan para pelaku usalla semua jenis bahan 
bakar minyak, serta bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai 
dan PT. Pertanlina Sumatera Utara agar dapat mencegall terjadinya pelanggaran 
��. 

-

Kata Kunci: 
Hukum 
Penyimpangan Distribusi 
Bahan Bakar Minyak 
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1.1. Latar- Belakang 

BABl 

PENDAHULUAN 

Sejak manusia mulai mengenal minyak bumi, sejak saat itu 

perlahan-lahan. benda tersebut- memiliki kedudukan yang- sangat- pen ting, 

Hampir setiap hari berbagai manusia di belahan dunia membutuhkannya. 

Walaupun untuk sebag-ian negara-negara di dunia masalah energi bukan 

hanya masalah minyak, tetapi secara rata-rata untuk dunia, minyak 

merupakan sumber-energi yang-terbesar-dan terpenting� 

Kedudukan kritis minyak bumi dalam keseimbangan energi dunia 

serta ketidakmerataan distribusi sumber-sumbernya membuat- minyak 

bumi tampil sebagai suatu jenis komoditi yang baik secara ekonomis, 

politis; bahkan strategis demikian pentingnya. Politik menentukan· harga 

dan kendali pengadaannya sering kali menjadi sumber ketegangan 

internasional dan sumber kekacauan ekonomi yang- begitu eksplosif. 

Minyak telah menjadi sesuatu yang mempunyai satu hubungan fungsional 

dengan berbagai· isyu pert ting dalam tertib hubungan manusia. 1 

Minyak berkaitan secara sistematis dengan sejumlah masalah 

penting seperti derajat pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijaksanaan 

perdagangan, dan orientasi politik, sehingga segala persoalan yang-

1 Qystein Noreng, Minyak Dalam Politik, Upaya Mencapai- Konsensus 
lnternasiona/, Jakarta, Rajawali, 1983, halaman 33. 

Walaupun untuk sebag-ian negara-negara di dunia masalah energi 

masalah minyak, tetapi secara rata-rata untuk dunia, 

merupakan sumber-energi yang-terbesar-dan terpenting� 

Kedudukan kritis minyak bumi dalam keseimbangan energi 

ketidakmerataan distribusi sumber-sumbernya membuat

tampil sebagai suatu jenis komoditi yang baik secara eko

bahkan strategis demikian pentingnya. Politik menentukan

kendali pengadaannya sering kali menjadi sumber ketegangan 

internasional dan sumber kekacauan ekonomi yang- begitu 

Minyak telah menjadi sesuatu yang mempunyai satu hubungan fungsional 

berbagaiberbagai· isyu isyu pert ting dalam tertib hubungan manusia. 1 
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bersangkut-paut dengan minyak pasti memiliki satu prioritas tinggi dalam 

ekonomi, perdagangan, dan kebijaksanaan politik. 

Indonesia adalah salah satu pusat produksi minyak yang tertua di 

dunia. Pengeboran minyak yang pertama kali di Indonesia secara 

komersial tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan konteks kolonialisme 

yang terjadi pada waktu itu. Pencarian minyak secara komersial di Hindia 

Belanda dilakukan pertama kali oleh Jan Reerink pada tahun 1871 di 

lilf 
Cibodas Jawa Barat. Tetapi seseorang yang mujur yang akhirnya benar-

benar bisa menjadikan minyak sebagai barang komersial di Indonesia 

adalah Aelko Zijlker pada tahun 1883 yang menemukan ladang minyak di 

Langkat Sumatera Utara. Sejak saat itulah berbondong-bondong 

perusahaan-perusahaan minyak asing datang ke [ndonesia untuk 

menanamkan modalnya dalam pertambangan minyak bumi, Hingga 

Perang Dunia II perputaran minyak secara internasional dikuasai oleh 

tujuh perusahaan raksasa "The Seven Sisters".2 Lima dari ketujuh 

perusahaan tersebut berkedudukan di Amerika Serikat yaitu Standard of 

New Jersey, Standard of California, Standard of New York, Gulf, dan 

Texaco. Satu diantaranya berada di lnggris yaitu British Petroleum (BP), 

dan satu lagi adalah Shell yang merupakan perusahaan patungan antara 

Belanda dan lnggris. Dari ketujuh perusahaan tersebut lima diantaranya 

2 Yahya A., Muhaimin, Bisnis Dan Politik: Kebijak.sanaan Ekonomi Indonesia 
195011980, Jakarta LP3ES, 1990, halaman 21. 

lilf 
Cibodas Jawa Barat. Tetapi seseorang yang mujur yang akhirnya 

bisa menjadikan minyak sebagai barang komersial di 

Aelko Zijlker pada tahun 1883 yang menemukan ladang minyak 

Langkat Sumatera Utara. Sejak saat itulah berbondong-bondong 

perusahaan-perusahaan minyak asing datang ke [ndonesia 

menanamkan modalnya dalam pertambangan minyak bumi, 

Dunia II perputaran minyak secara internasional dikuasai 

perusahaan raksasa "The Seven Sisters".2 Lima dari 

perusahaan tersebut berkedudukan di Amerika Serikat yaitu Standard 

Jersey, Standard of California, Standard of New York, 

Texaco. Satu diantaranya berada di lnggris yaitu British Petroleum 
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